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BUPATI GOWA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 127

Mengingat

1.

huruf g Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka
Retribusi Rumah Potong Hewan
merupakan jenis Retribusi Daerah,;

bahwa untuk memungut Retribusi
sebagaimana dimaksud huruf a
di atas, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);




2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lemmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
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Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5234) ;

. Peraturan Pemerintah Nomer 358

Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerali (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Ncmor 1490, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomcr 43578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara
Femerintah, Pemerintahan Daeral:
Provinsi dan Pemerintzhan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

. Peraturai: Pemerintah Nomor 69

Tahun 2010 tentang Taia Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119);

10. Peraturan Daerah Kabunaten Gowa
Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2008 Nomor 3).

DenganPersetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAG
KABUPATEN GOWA

dan
BUPATI GCWA

MEMUTUSKAN:

Meneiapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

GOWA TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONC HEWAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang diruaksud dengan:

Iy
&,

Daerah adalah Kabupaten Gowa;

Pemerintah Daerah adalahh Bupati Gowa beserta
Perangkat Daerah sebagai unsur penyeleuggaraan
penierintahan Daerah Kabupaten Gowa;



o

10.

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Gowa
scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

Bupati adalah Bupati Gowa;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
di bidang Retribusi Daerah sesual dengan
Peraluran Perundang-undangan yang berlaku;
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Gowa;

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten
Gowa dengan persetujuan bersama Bupati Gowa;
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa;
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu  yang khusus  disediakan danj/atau
diberikan oleh Pemerintahh Daerah untuk
kepentingan orang Pribadi atau Badan;

Badan adalah sekumpulan orang dan /atau
modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun vang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Xomanditer, Perseroan lainya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Fnma, Kongsi, Konerasi, Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Orgznisasi Massa, Organisasi Sosial Pelitik, atau
Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan
lainnya termasuk Kontrak Investas: Kolektii dan
bentuk Usaha Tetap;



14,

16.

185,

~Jaga adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa

usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fusilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

.Jasa Usaha adsalah jasa yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pulz disediakan oleh sektor swasta;

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan

yang menurut Peraturan Perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu
tertentu yang merupakan batas wuktu bagi Wajib
Retribusi  untuk  memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang
bersangkutan;

. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penveioran retribusi yaag telah dilakukan dengan
menggunakan formalir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas dacrah melalai tempat
pembayaran yang ditunjuk cleh Bupati;
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi
kepada wajib retribusi serta pengawasan
penyetorannya:

.Surat Ketetupan Reiribusi  Daerah, yang

selanjutnya disingkatr SKRD adalah  snrat
setetapan retribiisi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
yang seianjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
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19.

20.

21.

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi
yang terutang seharusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda,

Pemeriksean adalabh serangkaian  kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
retribusi daerah:

Penyidikan tindak pidana dihidang retribusi
daersh adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan »leh penvidix untuk mencari serta
mengurarulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat rerang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB U
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETKIBUSI

Pasal! 2

Dengan Nama Reiribusi Rumah Potong Hewan
dipunsul rewibusi schagai perubayaran atas  jasa
pelayanan Rumzah Potong Hewan




Pasal 3

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah
pelayanan penyediaan iasilitas rumah
pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan
sesudah dipotong yang disediakar , dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:;

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan
temak yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan udalah
orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan
pelayanan rumah potong hewan;

\2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah
orang Pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan entuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi Rumah Potong Hewan.

BAB II1
GOLONGAN RETRIBUSI

Pseal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digoloiigkan sebagai
Retribusi Jasa Usaha,

[



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis
pelayanan dan jumlah serta jenis termak yang
dipotong.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

{1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya
tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
lavak*

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud
pada avat (1) adalah keuntungan yang diperoleh
apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!

Pasai §
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong
Hewan ditetapkan scbagai berikut:
a. Biaya Pemakaian Tempat Pemotongan

1. Untuk usaha
Sapi/ Kerbau/Kuda/Babi Rp.16.000,/Ekor




b,

(1)

(2)

(3)

<. Untuk keperluan hajatan

Sapi/ Kerbau/Kuda Rp. 15.000,-/Ekor
Biaya Pcmeriksaan Kesehatan Hewan
- Sapi/ Kerbau/Kuda/ Rp. 5.000,-/Ekor
- Babi Rp. 15.000,-/Ekor
Pazal 9

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama
3 (tiga) tahun sekali,

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2| ditetapkan dengan Peraturan
Bupaii.

EAB VII
WILAYAE FEMUNGUTAN

Pazal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
adalah di Kabupaten Gowsa.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi Bumah Poicne Hewan adalan jangka
waktl yang lamanya i (sat:) buian kalender.
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Pasal 12

Saat terutangnya Retribusi Rumsh Potong Hewan
adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakar.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayai (2) dapat berupa karcis,
kupon, dan kartu langganan,

BAE X
PEMANFAATAN

Passl 14

(1) Pemanfaatan dari penenmaan Retribus:
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berzaitan  langsung dengan penyelenggaraan
Rumah Potong Hewan.

(2) Alokas: pemanfaatan penerimaan  Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) adalah
untuk menutupi biaya administrasi, biaya
penyedizan fasilitas, tiaya transportasi daiam
raneke pengawasan dan pengsndalian.




yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaon
Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan
Retribusi.

Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka wakfu paling lama 6 (enam)
bulen sejak tanggal Surat Keberatan diterima
harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan,

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi
Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi kepurusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya, atou sebagian, menolak,
atou menambah besaraya etribusi  yang
terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberaian yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian
atau selurunnya, kelebihan pembayaran Retribusi
dikembalikan dengsn Jitambah imbalan bunga
sebesar 2% ( dua persen ) sciizp bulan untuk
paling lama 12 {dua belas) bulan.

(2j Imbaian bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKRDLB.



BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib
Retribusi dapat inengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
Jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang
Retribusi  lainnya, kelebihan  pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahuiu utang Reiribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu lama 2(dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(5} Apahila pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sechesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas
keierlaaubatan penbayaran kelebihan retribusi.

(7) Tata caia pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi diajukan secara tertulis
kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi disampaikan  secara
langsung atau melalui pos tercatal.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti
pengiriman pos tercatat merupakan bukti saot
permohonan diterima oleh Bupati.

Paseal 21

(1) Pengembalian keiebihan retribusi dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila  kelebihan pembayaran  retribusi
diperhitungkan dengan utang retribusi lainya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan
dan bukti pemindah bukuan juga berlakn sebagai
bukti pembayaran.

BAB XIV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
ANGSURAN, DAW PENUNDAAN PEMEBAVAT
Pagal 22
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh iempo
pembayaran dan penyetoran Rewibusi yang
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(2)

(33)

(1)

(2)
(3)

)

terutang paling lama 1 (satu ) bulan setelah saat
terutangnya retribusi.

Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi
untuk mengangsur atau menunda pembayaran
Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 %
(dua persen) setiap bulan.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan
penundaan pembayaran sebagaimiana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB XV
TATA TARA PEMBAYARAN

Fgasal 23
Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah
atau fempat lain yang ditunjuic oleh Bupati sesuai
waktu yang ditentukan.
Pembayaran Retribusi harus diizkvkan secara
lunas/tunai.
Apabila pembayaran  Retribusi  dilakukan
ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atav dalam waktu yang
ditentukan oleh Bupati.
Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSRD.

SAR 2V1
SURAT FACIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

Bupati dapat menerbitkan STRD jika:

i,

retribusi tidak atau kurang dibayar:
16




(1)

(2)

(2)

(4)

dari hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau
salah hitung;

Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda;

tata cara penagihan retribusi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi

menjadi kedaluwarsa setelah melampaui  waktu

3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan

tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa peunagihan Reiribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran, atau

b.ada pengakuan utang retribusi dari Wajib
Retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung

Dalam  hal  diterbitkan  Surat Teguran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan uteng Retribusi secara langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bhuruf b

sdalah Waiib Retribusi dengan kesadarannya

menystakan masii: mempunyai utang Retribusi

dan belum melunasinya kepada Pemerintan

Daerah.
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(9) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 26

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lag
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XIX
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN KETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 27
(1y Xeringanan dan pengurangan retribusi terutang
diberikan berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Waiib Retribusi.

(2) Pembebasan Retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga diberikan kepada
Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Obiek
Retribusi.

(3) Tata cara pemberian keringanan. pengurangan,
pembebasan dan/atau sanksinya sebagaimana




(1)

()

(<)

(3)

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraluran Bupali.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pazal 28
Dalain hal Wajib Retribusi tertentu tidak
membayar tepat pada Waktiunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari Retribusi vang terutang yang tdak
atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahualui dengan Surat
Teguran.

BAB XXI
PENYTDIXAN

Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipill tertentu
diiingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk  melakukan
penyidikan  tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
adalah Pejabat Pegawali Negeri Sipil tertenitu
dilingkungan Pocmerintah Daerali yang diangkat
nich pejabat yang berweuang sesuzi dsrpgan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:

1M




Retribusi Rumah Potong Hewan dan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan
Pertama Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
7 padatanggal 10 Januari 2012

/'t BUPATI GOwa,
’| i ¥

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 12 Yzmuwsri 2042

“Sowh A
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